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ABSTRAK 

 

Arpan Mawardi Hasibuan (2025) : Hukum Waris Bagi Anak Yang Dalam 

Kandungan Perspektif Imam Al-

Juwayni Dan Imam Al-Sarakhsi  

 

Hukum waris dalam Islam berperan penting dalam mengatur pembagian 

harta peninggalan dan menjaga keadilan sosial. Salah satu masalah yang dibahas 

para ulama adalah hak waris anak yang masih dalam kandungan. Karena Al-

Qur‘an dan hadis tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hal ini, diperlukan 

ijtihad dari para ulama. Imam al-Juwayni dan Imam al-Sarakhsi merupakan dua 

tokoh yang membahas masalah ini secara khusus. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam al-Juwayni dan 

Imam al-Sarakhsi tentang hukum waris bagi anak yang masih dalam kandungan, 

menganalisis metode istinbat hukum keduanya, serta membandingkan perbedaan 

pendapat yang muncul antara keduanya. 

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan 

komparatif. Data primer berasal dari kitab Nihāyah al-Maṭlab dan al-Mabsūṭ, 

serta didukung oleh sumber-sumber sekunder lainnya. Data dianalisis secara 

kualitatif dengan mengkaji isi dan metode istinbat hukum yang digunakan 

masing-masing ulama. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya sepakat janin berhak 

mewarisi jika sudah ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup. 

Imam al-Juwayni membolehkan tanpa batas waktu kelahiran selama tidak lebih 

dari empat tahun. Sebaliknya, Imam al-Sarakhsi mensyaratkan janin lahir dalam 

waktu enam bulan setelah kematian pewaris. Dalam metode istinbat, al-Juwayni 

menggunakan pendekatan iḥtimāl dan kekerabatan, sementara al-Sarakhsi 

menggunakan qiyas dan perhitungan waktu (taqdīr al-zamān). 

Kata Kunci: Warisan, Janin, al-Juwayni, al-Sarakhsi, Fiqh Muqaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum waris merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

sistem hukum Islam, karena menyangkut pembagian harta peninggalan setelah 

seseorang meninggal dunia. Hukum ini diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan 

Hadis, dan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keadilan sosial di 

masyarakat Muslim. Warisan bukan hanya soal pembagian harta, tetapi juga 

berkaitan dengan hak dan kewajiban yang berlaku dalam kehidupan sosial 

masyarakat. Pembagian warisan yang adil, sesuai dengan ketentuan Allah, 

menjadi salah satu landasan dalam memperkuat tatanan sosial Islam.
1
 

 Hukum Warisan Islam sebagaimana Firman Allah SWT pada surah  

Q.S. Al-Nisa‘ (4) :  7. 

الَْْ  َٚ  ِْ ذٰ ٌِ ا َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ّ ِِ ٌٍِٕغَِّبۤءِ ٔص١َِْتٌ  َٚ  ََْۖ ْٛ الْْلَْشَثُ َٚ  ِْ ذٰ ٌِ ا َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِّ جَبيِ َٔص١ِْتٌ  َْ ٌٍِشِّ ْٛ لْشَثُ

ضًب ْٚ فْشُ َِّ ْٚ وَضشََُۗ ٔص١َِْجبً  ُْٕٗ اَ ِِ  ًَّ ب لَ َّّ ِِ 

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa 

dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.
2
 

 Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana harta peninggalan seorang 

pewaris dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Dalam praktiknya, hukum 

                                                           
1
 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Syakhsiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1996), 

h. 301. 
2
  Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjamah, 2019, h. 107. 
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warisan ini tidak hanya melibatkan pembagian harta yang jelas, tetapi juga 

melibatkan prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pentingnya hak-hak 

setiap individu dalam masyarakat. Pembagian yang tidak adil akan 

menimbulkan permasalahan sosial dan ketidakpuasan yang berlarut-larut, yang 

bisa berdampak pada keharmonisan keluarga dan masyarakat secara 

keseluruhan.
3
 

Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengatur tentang situasi-situasi 

tertentu, seperti hak warisan bagi anak yang belum lahir, tetapi di dalam Hadis 

ada salah satu hadis yang Riwayat Sunan Abu Daud yang berbunyi : 

ْٓ ٠ضَِ  َٓ إعِْذَبقَ، ػَ ذٌ ٠ؼَِْٕٟ اثْ َّّ ذَ ُِ ؼَبرٍ، دَذَّصَٕبَ ػَجْذُ الْْػٍََْٝ، دَذَّصََٕب  ُِ  ُٓ ُٓ ثْ ِٓ ػَجْذِ دَذَّصََٕب دُغ١َْ ٠ذَ ثْ

َُ لَبيَ:  عٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ُ٘ش٠َْشَحَ، ػَ ْٓ أثَِٟ  ِٓ لغ١َُْظٍ، ػَ ِ ثْ ٌُٛدُ »اللََّّ ْٛ َّ ٌْ ًَّ ا َٙ إرِاَ اعْزَ

سِسَ  دَ(« ُٚ ُٚ اُٖ أثَُٛ داَ َٚ  )سَ

Artinya : Bercerita kepada kami husein bin Muadz, Bercerita kepada kami 

Abdul A‟la, Bercerita kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq, 

dari Yazid bin Abdillah Bin Qasidt dari Abu Hurairah dari Nabi 

Muhammad SAW ia bersabda : Apabila menangis seseorang yang di 

lahirkan, makai ia (anak itu) mewaris.(H.R. Abu Daud)
4
 

 

Hal ini juga menuntut para ulama untuk memberikan penafsiran dan 

solusi terhadap masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum 

Islam dan ijtihad mereka. Salah satu permasalahan besar yang sering menjadi 

                                                           
3
 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1989), h. 158  
4
 Sulaiman bin al-Asyats bin isḥaq, Sunan Abî Dawud, Jilid III (Beirut: Maktabah al-

Aṣriyah, t.th), h. 128  
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bahan perdebatan di kalangan para ulama adalah hak warisan bagi anak yang 

dalam kandungan(janin).
5
  

Salah satu syarat seorang berhak mendapatkan warisan yaitu dia masih 

hidup ketika pewaris telah wafat. karena anak dalam kandungan masih belum 

dianggap benar benar hidup, para ulama fikih membuat batasan usia minimal 

masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah 

ada dan dapat mewarisi. Seorang ibu membutuhkan waktu tiga puluh bulan 

untuk mengandung dan menyapih anaknya, dua tahun atau dua puluh empat 

bulan untuk menyapihnya dikurangi tiga puluh bulan masa mengandung dan 

menyapih sehingga minimal masa mengandungnya selama enam bulan. Namun 

ulama berbeda pendapat tentang batas usia maksimal kehamilan,
6
 karena tidak 

ada dalil yang jelas dari Al-Qur‘an maupun sunah yang menjelaskan masalah 

tersebut. Mazhab Syafii berpendapat bahwa batas maksimal usia kehamilan 

yaitu selama empat tahun.
7
 Terlihat adanya perbedaan antara mazhab Syafii 

dan mazhab Hanafi mengenai penetapan hak waris anak dalam kandungan. 

Dalam kajian mengenai status anak yang masih dalam kandungan 

sebagai ahli waris, Imam al-Juwayni dari Mazhab Syafi‘i dan Imam al-

Sarakhsi dari Mazhab Hanafi keduanya membahas secara khusus dan 

mendalam mengenai warisan untuk anak yang masih dalam kandungan dalam 

                                                           
5
 Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi Syari‟atil Islamiyah „ala Dhau‟ al-Kitab 

wa as-Sunnah, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996), h. 165-166  
6
 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al 

Muqtaṡid, jilid 2, Cet. I (Qāhirah: Daru ibnu al-Jauzi, 2014 ), , h.268.  
7
 Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, Al-Muhażżab fi Fiqh Imam al-Syafi‘i, jilid 2 (Dar 

al-Kutub al-‗Ilmiyyah, t.th), , h. 21. 
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satu bab tertentu, sehingga akan memberikan penjelasan yang sistematis dan 

rinci. 

Imam Al-Juwayni melalui kitabnya Nihayah al-Maṭlab menjelaskan 

bahwa janin yang masih berada dalam kandungan saat pewaris wafat tetap 

berhak mewarisi harta, dengan syarat bahwa janin tersebut lahir dalam keadaan 

hidup tanpa harus ada penentuan masa lahir anak setelah meninggalnya 

pewaris.  

 َْ سَ، فَإرِاَ وَب سِّ ُٛ ٌَ ، ِٗ رِ ْٛ َِ ْٕفصَِلًً دَبٌَخَ  ُِ  َْ ْٛ وَب ٌَ ، ٌٓ َِّ ج١َِٕ ِٓ الُْ َْ فِٟ ثطَْ وَب َٚ  ، ُْ بدَ الِإٔغَب َِ  إرِاَ 

 َٚ دِ، فَزُٛس٠ِضُُٗ صبَثذٌِ،  ْٛ َّ ٌْ ََ ا ْٛ لًً ٠َ َّ ذْزَ ًِ خِلًفٌ ُِ َ٘زاَ الْصَْ بءِ فِٟ  َّ ٌْؼٍَُ َٓ ا ب اٌزَّشَدُّدُ .١ٌَْظَ ث١َْ َّ إَِّٔ َٚ

ب  َّ ُ٘ : أدََذُ ِٓ ١شَاسُ ثشَِشْط١َْ ِّ ٌْ ب ٠ضَجْذُُ ا َّ إَِّٔ َٛ ٍِ دِ  -فِٟ اٌزَّفْص١ِ ْٛ َِ جُٛداً دَبٌَخَ  ْٛ َِ  َْ ْْ ٠ىَُٛ أَ

سِ  ٛسِّ ُّ ٌْ اٌضَّبِٟٔ .ا ًَ د١ًَّب. -َٚ ْٕفصَِ َ٠ ْْ أَ
8

 

Artinya : Jika seseorang meninggal dunia, dan dalam perut ibunya ada janin, 

maka seandainya janin itu terpisah (lahir) saat kematian (sang 

pewaris), niscaya ia berhak menerima warisan. Maka jika 

keberadaannya masih mungkin (hidup) pada hari kematian, maka 

pemberian warisan untuknya tetap sah, dan tidak ada perbedaan 

pendapat di antara para ulama dalam prinsip ini. Adapun keraguan 

hanyalah dalam perinciannya. Warisan hanya ditetapkan dengan dua 

syarat: salah satunya, adanya janin tersebut pada saat kematian 

pewaris. Dan yang kedua, janin tersebut harus lahir dalam keadaan 

hidup. 

 

Sementara itu, dalam pandangan Mazhab Hanafi, sebagaimana 

dipaparkan oleh Imam al-Sarakhsi dalam al-Mabsuṭ, ada tambahan syarat: 

yaitu kelahiran janin harus terjadi dalam waktu yang tidak melebihi enam 

bulan setelah kematian pewaris. Hal ini didasarkan pada ketentuan minimal 

                                                           
8
 Abdul Malik Bin Abdullah Al-Juwaini, Nihayah Al-Mathlab Fi Dirayah al-Mazhab, 

Jilid IX, (Jeddah : Dar Al-Minhaj, 2007), h. 327.  
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masa kehamilan yang sah menurut hukum Islam. Imam al-Sarakhsi 

menyatakan:  

ُْ ٱ سِ،  ػٍَْ ٛسِّ ُّ ٌْ دِ ا ْٛ َِ ْٕذَ  ِٓ ػِ ٌْجطَْ جُٛداً فٟ ا ْٛ َِ  َْ ُ وب َُ ثأَّٔٗ ٍِ سَصخَِ إرا ػَ َٛ ٌْ ٍَخِ ا ّْ ْٓ جُ ِِ  ًَ ّْ َّْ اٌذَ ثأ

ًَ ٱَٚ  بدَ  د١ًَّب،  ْٔفصََ َِ ْٕزُ  ُِ شٍ  ُٙ ْٓ عِزَّخِ أشَْ ِِ  ًَّ ِٗ لِْلََ ِٓ إرا جبءَدْ ثِ ٌْجطَْ جُٛدُُٖ فٟ ا ُٚ  َُ ٍِ أػُْ َٚ

 َ سُ، لِْ ٛسِّ ُّ ٌْ ١شاسَ أَ  َّْ ا ِِ شٍ فلًَ  ُٙ ْٓ عِزَّخِ أشَْ ِِ ِٗ لِْوَْضشََ  ْْ جبءَدْ ثِ إِ َٚ شٍ،  ُٙ ًِ عِزَّخُ أشَْ ّْ ذَ ٌْ ذَّحِ ا ُِ دَْٔٝ 

 ِٓ ج١َْ ْٚ َٓ اٌضَّ ب ث١َْ ًّ َْ إٌىِّبحُ لبئِ ٌَُٗ إرا وب
9

 

Artinya : Ketahuilah bahwa janin termasuk dalam kelompok ahli waris apabila 

diketahui bahwa ia sudah ada di dalam kandungan saat kematian 

pewaris, dan ia lahir dalam keadaan hidup. Diketahui keberadaannya 

dalam kandungan jika ia lahir kurang dari enam bulan sejak pewaris 

meninggal dunia, karena minimal masa kehamilan adalah enam 

bulan. Jika ia lahir setelah lebih dari enam bulan, maka ia tidak 

berhak mendapat warisan, jika pernikahan (antara orang tua janin) 

masih tetap berlangsung. 

 
Perbedaan ini tidak sekadar teknis, melainkan mencerminkan dua corak 

besar dalam metodologi hukum Islam. Imam Al-Juwayni cenderung 

mengambil pendekatan normatif-tekstual yang ketat, di mana ketentuan hukum 

sebisa mungkin merujuk langsung kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah, serta 

mendasarkan ijtihad pada prinsip qiyas yang ketat dan metode istinbath hukum 

yang sistematis
10

 Mazhab syafi‘i dalam kitab al-Risalah menekankan 

pentingnya berpegang teguh pada nash sebagai sumber utama hukum, sehingga 

dalam konteks hak waris janin, beliau berpegang pada prinsip bahwa 

keabsahan hak waris cukup dengan keberadaan janin dalam kandungan saat 

                                                           
9
 Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth  Li Syamsi Al-Dini , Jilid XXX 

(Libanon:Dar Al-Ma‘rifah, 1993), h. 50. 
10

  Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII, (Libanon:Dar Al-

Ma‘rifah, 1993), h. 16   
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pewaris meninggal dunia, dan kelahirannya dalam keadaan hidup.
11

 Tidak 

diperlukan pertimbangan tambahan mengenai faktor sosial atau kondisi 

biologis tertentu, selama syarat nash telah dipenuhi. 

Sebaliknya, Imam Al-sarakhsi dikenal mengadopsi pendekatan 

rasional-pragmatis dalam berijtihad mengikuti Mazhab Hanafi yang 

mengembangkan metode seperti istihsan (preferensi hukum berdasarkan 

kemaslahatan) dan memperhitungkan aspek realitas sosial dalam menetapkan 

hukum. Dalam konteks hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan, 

pendekatan ini tercermin dari penetapan syarat tambahan bahwa kelahiran 

janin harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan setelah kematian pewaris, 

berdasarkan pertimbangan hukum biologis tentang minimal masa kehamilan.
12

 

Pada penelitian sebelumnya dalam tulisan Toto Iswanto ia 

menyebutkan pada Kesimpulan skiripsinya bahwa perbedaan utama terletak 

pada batasan maksimal masa kehamilan, yaitu empat tahun menurut Mazhab 

Asy-Syafi'i dan dua tahun menurut Mazhab Abu Hanifah.
13

 Dalam journal 

Heva Derika Musthafa M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah tertulis Mazhab Syafi'i 

menunda pembagian harta sampai bayi lahir, sedangkan Mazhab Hambali 

membolehkan pembagian sebelumnya dengan menyisihkan bagian yang 

sesuai
14

 Selanjutnya dalam tulisan Facrurzdhi ia menyimpulkan menyimpulkan 

                                                           
11

  Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi Syari‟atil Islamiyah „ala Dhau‟ al-Kitab 

wa as-Sunnah, alih bahasa A.M. Basalamah, (Jakarta, Gema Insani Press: 1996), h. 165-166 
12

 Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi, h. 50 
13

 Toto Iswanto, Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Imam 

Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah) (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).  
14

 Heva Derika Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah, "Pembagian Hak Harta Waris 

Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)," Jurnal 

Muqaranah Vol. 7, No. 2 (2023). 
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bahwa dalam kedua sistem tersebut, hak janin untuk mewarisi diakui, dengan 

syarat bayi lahir hidup.
15

 Lela Malihatun mnyebutkan bahwa penelitiannya 

menunjukkan adanya kesamaan prinsip dalam pengakuan hak anak dalam 

kandungan sebagai calon ahli waris. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada 

perbandingan hukum Islam dengan hukum Barat, berbeda dengan fokus skripsi 

ini yang membandingkan dua mazhab Islam.
16

 

Dengan demikian, perbedaan antara Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi 

dalam hal hak waris bagi janin bukan hanya merupakan perbedaan dalam 

rincian hukum (furu'iyyah), melainkan juga menggambarkan dua paradigma 

besar dalam hukum Islam: 

Paradigma tekstual absolut (Syafi'i) yang berorientasi pada ketaatan 

penuh terhadap nash. Paradigma rasional kontekstual (Hanafi) yang membuka 

ruang bagi pertimbangan realitas dan maslahat. 

Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda dalam mekanisme dan 

prioritas, sesungguhnya tetap bertujuan sama, yaitu menegakkan keadilan dan 

menjaga hak-hak manusia sesuai dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah 

(tujuan utama syariat). 

Pendalaman terhadap kedua metode ini akan memberikan pelajaran 

berharga tentang bagaimana Islam memfasilitasi fleksibilitas hukum di tengah 

perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan dan keutuhan 

ajaran agama. Kondisi ini menjadi semakin relevan untuk dipelajari, terutama 

                                                           
15

  Fachrurodzy, Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan 

Kompilasi Hukum Islam (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).  
16

  Lela Malihatun, Status Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam 

dan KUH Perdata (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2019). 
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dalam konteks masyarakat Indonesia, yang dikenal dengan keragaman sosial 

dan budaya.  

Penelitian tentang perbandingan pandangan Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhsi mengenai hukum warisan bagi anak yang dalam kandungan menjadi 

sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif 

mengenai bagaimana hukum warisan seharusnya diterapkan dalam masyarakat 

modern. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mendalami relevansi pandangan 

kedua Imam tersebut dalam konsep hukum warisan Islam yang lebih 

kontemporer. Dengan memahami lebih dalam tentang perbedaan pandangan 

tersebut, masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia, akan lebih mudah 

dalam menyelesaikan masalah warisan yang kerap kali menjadi sumber 

konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih luas dan bermanfaat tentang penerapan 

hukum warisan Islam dalam kehidupan modern. Sebab itu juga maka saya 

tertarik membuat penelitian ilmiah berbentuk skiripsi dengan tema 

“HUKUM WARIS BAGI ANAK YANG DALAM KANDUNGAN 

PERSPEKTIF IMAM AL-JUWAYNI DAN AL-SARAKHSI” 

B. Batasan Masalah  

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang ditetapkan untuk 

memfokuskan kajian agar lebih terarah dan mendalam. Batasan tersebut 

adalah :  
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1. Penelitian hanya membahas hukum warisan Islam dari perspektif Imam 

Al-Juwayni dan Al-Sarakhi terkait dengan anak yang masih dalam 

kandungan(janin). 

2. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum waris Islam secara 

umum, melainkan fokus pada hak waris anak yang masih dalam 

kandungan. 

3. Penelitian difokuskan pada perbedaan pandangan kedua Imam tersebut 

dan relevansinya dalam konteks masyarakat Indonesia. 

4. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian literatur tanpa melibatkan studi 

kasus empiris secara langsung. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang 

Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan ? 

2. Bagaimana Metodologi Istinbat Hukum Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam 

Kandungan ? 

3. Bagaimana analisis konperatif antara Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhi tentag hukum anak yang masih dalam kandungan ?   

D. Tujuan Penelitan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang 

hukum warisan bagi anak yang masih dalam kandungan. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana metodologi Istinbat hukum Imam Al-

Juwayni dan Al-Sarakhi tentang hukum warisan bagi anak yang belum 

lahir. 

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis konparatif antara Imam Al-Juwayni 

dan Al-Sarakhi tentag hukum anak yang masih dalam kandungan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah Literatur Hukum Warisan Islam: Penelitian ini 

memperkaya kajian tentang hukum warisan bagi anak yang dalam 

kandungandalam perspektif Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi 

b. Memperdalam Pemahaman Perbedaan Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhi: Memberikan wawasan tentang perbedaan metode ijtihad 

kedua Imam tersebut dalam hukum warisan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan Solusi Penerapan Hukum Warisan: Membantu 

masyarakat memahami penerapan hukum warisan bagi anak yang 

dalam kandungandi Indonesia. 

b. Membantu Penyelesaian Sengketa Warisan: Menjadi acuan dalam 

menyelesaikan sengketa warisan yang melibatkan anak yang belum 

lahir. 
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3. Manfaat Sosial 

a. Meningkatkan Pemahaman tentang Keberagaman Mazhab: 

Mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam fiqih 

Islam. 

b. Menjaga Keharmonisan Keluarga: Membantu mengurangi konflik 

warisan dan memperkuat keharmonisan dalam keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Hukum Waris dalam Islam 

1. Pengertian Waris 

Secara bahasa, kata المِيرَاخ berasal dari akar kata ََوِرَاثةَ َ – يرَِخَُ – وَرِخ yang 

bermakna "mewarisi" atau "memperoleh sesuatu yang ditinggalkan oleh 

orang lain." Dalam khazanah bahasa Arab, makna warisan tidak terbatas 

pada benda material, melainkan juga bisa meliputi ilmu, kemuliaan, atau 

kedudukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Manzhūr: 

١شَاسُ  ِّ ب :اٌ َِ ِٓ  ٠ُٛسَسُ   ١ذِِّ، ػَ َّ لذَْ  اٌ َٚ بيِ، غ١َْشُ  ٠ُٛسَسُ   َّ ُِ  اٌ ٍْ اٌشَّشَفِ  وَبٌؼِ َٚ جْذِ   َّ اٌ َٚ  

Artinya : "Al-mīrāṡ adalah sesuatu yang diwariskan dari orang yang telah 

wafat. Warisan itu tidak selalu berupa harta, tetapi juga bisa 

berupa ilmu, kehormatan, dan kemuliaan."
17

 

 

Adapun secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan warisan dengan 

rumusan yang lebih spesifik dan mengikat secara hukum. Wahbah al-

Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu mendefinisikan warisan 

sebagai berikut: 

خْصُٛصَخٍ  َِ ِٗ ثشُِشُٚطٍ  ْٓ ألََبسِثِ ِِ  ِ ّٟ ذَ ٌْ ١ذِِّ إٌَِٝ ا َّ ٌْ بيِ ا َِ  ًُ  َٔمْ

Artinya : "Pemindahan kepemilikan harta orang yang wafat kepada 

kerabatnya yang masih hidup dengan syarat-syarat tertentu."
18

 

 

  

                                                           
17

  Ibn Manzhur, Lisān al-„Arab, Jilid II (Beirut: Dar Ṣadir, 1994), h. 377. 
18

 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VIII (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1989), h. 158.  
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Sedangkan menurut Zainuddin waris itu sebagaimana berikut : 

 

فْمً  َٚ ِٗ الْْد١ََْبءِ  سَصزَِ َٚ ١ذِِّ إٌَِٝ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ ١َّخِ  ٌِ ب َّ ٌْ ٌْذُمُٛقِ ا ْٔزمِبَيُ ا َٛ ا ُ٘ ١شَاسُ  ِّ ٌْ ِٚ ا ب الِإسْسُ أَ

ِٚ الْعَْجَبةِ  لَْءِ أَ َٛ ٌْ ِٚ ا ج١َِّخِ أَ ْٚ ِٚ اٌضَّ ٌْمشََاثخَِ أَ ٌِهَ ثغَِجتَِ ا رَ َٚ ١َّخِ،  ِِ َِ اٌشَّش٠ِؼَخِ الِإعْلًَ  لِْدَْىَب

٠َّخِ  ِٛ اٌغَُّّٕخِ إٌَّجَ َٚ  ُِ ٌْىَش٠ِ ِْ ا ٌْمشُْآ ذَذَّدحَِ فِٟ ا ُّ ٌْ ْٔصِجَخِ ا شَاػَبحِ الَْ ُِ غَ  َِ شْشُٚػَخِ،  َّ ٌْ  .الْخُْشَٜ ا

Artinya : Waris atau pewarisan adalah perpindahan hak-hak harta dari 

orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih 

hidup, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena hubungan 

kekerabatan, pernikahan, perwalian, atau sebab-sebab sah 

lainnya, dengan memperhatikan bagian-bagian yang telah 

ditentukan dalam Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi.
19

 

 

Makna ini sejalan dengan firman Allah Ta‗ala Q.S Al-Nisa (4) : 24 :  

 ۚ ُْ بٔىُُ َّ ٍىََذْ ا٠َْ َِ ب  َِ َٓ إٌغَِّبۤءِ الَِّْ  ِِ ذُ  ٰٕ ذْصَ ُّ ٌْ ا َٚ ُْ ىُ ٌِ سَاۤءَ رٰ َٚ ب  َِّ  ُْ ًَّ ٌىَُ ادُِ َٚ  ۚ ُْ ِ ػ١ٍََْىُ وِزٰتَ اللَّه

 ْٛ َّٓ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ َّٓ فَبٰر ُٙ ْٕ ِِ  ٖٗ ُْ ثِ ُ زؼَْز ّْ ب اعْزَ َّ َٓ َۗ فَ غٰفِذ١ِْ ُِ َٓ غ١َْشَ  ذْص١ِِْٕ ُِّ  ُْ ىُ ٌِ ا َٛ ِْ َ ا ثِب ْٛ ْْ رجَْزغَُ َّٓ اَ ُ٘ سَ

ب رشََاض١َْ  َّ ُْ ف١ِْ لَْ جُٕبَحَ ػ١ٍََْىُ َٚ ب فش٠َِْضَخً َۗ ًّ ب دَى١ِْ ًّ ١ْ ٍِ َْ ػَ َ وَب َّْ اللَّه ٌْفش٠َِْضَخَِۗ اِ ْْٓۢ ثؼَْذِ ا ِِ  ٖٗ ُْ ثِ  زُ

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang 

bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) 

yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan 

dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang 

demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk 

menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan 

yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 

maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi 

tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling 

merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.
20

 

 

Definisi ini menunjukkan bahwa warisan bukan hanya sekadar 

perpindahan harta, tetapi juga merupakan bagian dari sistem hukum Islam 

                                                           
19

 Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum 

Waris. (Medan: CV Manhaji bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara, 2015), h. 7 
20

 Lajnah Pentashihan Mushab Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, Al-Quran dan Terjamah, 2019, h. 110. 
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yang ditetapkan dengan ketentuan yang sangat rinci, seperti hubungan 

nasab, sebab mewarisi, dan penghalang waris. 

2. Tujuan Warisan 

a. Menjaga Keadilan dalam Distribusi Harta 

Salah satu tujuan utama syariat warisan adalah terciptanya keadilan 

dalam distribusi kekayaan. Keadilan dalam konteks ini tidak berarti 

pembagian yang sama rata, tetapi pembagian yang sesuai dengan hak 

dan tanggung jawab masing-masing ahli waris
21

 sebagaimana ketetapan 

dari Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa‘ (4) : 13  sebagai berikut  

 َٓ ذ٠ِْ ٍِ شُ خٰ ٰٙ ْٔ ب الَْْ َٙ ْٓ رذَْزِ ِِ  ْٞ ٍُْٗ جَٕهذٍ رجَْشِ ٗٗ ٠ذُْخِ ٌَ ْٛ سَعُ َٚ  َ ْٓ ٠ُّطِغِ اللَّه َِ َٚ  َِۗ دُ اللَّه ْٚ ٍْهَ دُذُ  رِ

 ُُ ٌْؼظ١َِْ صُ ا ْٛ فَ ٌْ ٌِهَ ا رٰ َٚ بَۗ  َٙ  ف١ِْ

Artinya : "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada 

Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke 

dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, 

mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang 

besar." 

Ayat ini menunjukkan bahwa aturan warisan merupakan bagian dari 

ḥudud Allāh, yang wajib ditaati demi terwujudnya keadilan ilahi dalam 

kehidupan manusia. 

b. Menjaga Harta agar Tidak Terlantar 

Syariat warisan juga bertujuan untuk mengatur perpindahan harta dari 

generasi ke generasi agar tidak menjadi harta yang terlantar. Jika tidak 

ada hukum yang mengatur distribusi harta orang yang meninggal dunia, 

maka harta tersebut bisa diperebutkan, disalahgunakan, atau bahkan 

ditinggalkan tanpa kemanfaatan. 

                                                           
21

  Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubi, al-Jāmiʿ li-Aḥkām al-Qurʾan, Jilid V, (Beirut: Dār 

al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 2000), h. 62. 
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Ibnu Qudamah menjelaskan: 

١شَ  ِّ ٌْ ا اسُ َٚ شَاسِ  شُشِعَ   ّْ ٌِخِ  لِْعْزِ صَب َِ بيِ   َّ ٌْ رذَْث١ِشِِٖ  ا َٚ  الْْعُْشَحِ  فِٟ 

Artinya : “Warisan disyariatkan untuk melanjutkan kemanfaatan harta 

dan pengelolaannya dalam lingkup keluarga.”
22

 

 

Dengan kata lain, warisan menjadi sarana pelestarian dan pemanfaatan 

harta secara berkelanjutan dalam struktur masyarakat. 

c. Mewujudkan Keteraturan Sosial 

Pembagian warisan yang telah diatur dengan rinci oleh syariat akan 

mencegah perselisihan antar ahli waris. Ini merupakan langkah 

preventif terhadap konflik keluarga dan sosial. Islam tidak memberikan 

kebebasan mutlak kepada seseorang untuk membagi hartanya sesuai 

kehendak pribadinya setelah meninggal, karena potensi kerusakan yang 

bisa timbul akibat ketidakadilan dan kecemburuan.
23

 

Rasulullah SAW bersabda: 

ْٓ أَ  َّْ ػَ : إِ َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ ُْٕٗ لَبيَ: لَبيَ سَعُٛيُ اللََّّ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ سَضِ ّٟ ٍِ ِ٘ جَب ٌْ خَ ا َِ ب َِ ُ ثِٟ أ

اسِسٍ  َٛ ٌِ ص١َِّخَ  َٚ ُ، فلًََ  ًَّ رِٞ دَكٍّ دَمَّٗ َ لذَْ أػَْطَٝ وُ دَ  اللََّّ ُٚ اُٖ أثَُٛ داَ َٚ       سَ

     Artinya : “ Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap 

orang yang berhak akan haknya. Maka tidak ada wasiat 

bagi ahli waris. (HR. Abu Dawud)”
24

 

Hadis ini menunjukkan bahwa sistem warisan dalam Islam sudah 

menetapkan hak masing-masing individu sehingga tidak terjadi 

kezaliman atau perebutan sepihak. 

                                                           
22

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 115.  
23

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), h. 45.  
24

  Sulaiman bin al-Ashʿats Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Jilid IV, (Beirut: 

Dār al-Fikr, 1990), h. 418, 
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d. Menjadi Bentuk Ujian dan Ibadah  

Warisan juga merupakan ujian bagi yang menerima. Mereka diuji 

apakah akan menggunakan harta tersebut dengan cara yang diridai 

Allah SWT atau justru menyalahgunakannya. Oleh sebab itu, 

pengelolaan harta warisan menjadi bagian dari tanggung jawab moral 

dan ibadah.
25

 

Allah SWT berfirman  dalam Q.S. al-Ḥadid (57) : 7) : 

 َٚ  ُْ ىُ ْٕ ِِ ا  ْٛ ُٕ َِ َٓ اٰ َِٗۗ فَبٌَّز٠ِْ َٓ ف١ِْ غْزخٍََْف١ِْ ُِّ  ُْ ب جَؼٍَىَُ َّّ ِِ ا  ْٛ ْٔفِمُ اَ َٚ  ٖٗ ٌِ ْٛ سَعُ َٚ  ِ ا ثِبللّٰه ْٛ ُٕ ِِ ُْ اٰ ُٙ ا ٌَ ْٛ فمَُ ْٔ َ ا

  اجَْشٌ وَج١ِْشٌ 

    Artinya : " Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan 

kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam 

(penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di 

antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 

memperoleh pahala yang sangat besar" 

 

Ayat ini mengingatkan bahwa harta adalah amanah, termasuk yang 

diterima melalui warisan. 

3. Manfaat Warisan 

Setelah memahami tujuan syariat warisan secara makro, bagian ini 

membahas manfaat konkret (ا١ٌّشاس ِٕبفغ) yang dihasilkan oleh penerapan 

hukum waris dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.
26

 

a. Menjaga Keberlangsungan dan Produktivitas Harta 

Allah SWT Megaskan bahwa setiap orang memiliki ahli waris yang 

sah, sehingga harta tidak terhenti fungsinya ketika pemilik wafat dalam 

Q.S. Al-Nisa‘ (4) : 33 :  

                                                           
 
25

 Ibid,.  
26

 Ibid,. 
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 ُْ ُ٘ ْٛ ُ ُْ فَبٰر بٔىُُ َّ َٓ ػَمذَدَْ ا٠َْ اٌَّز٠ِْ َٚ  ََْۗ ْٛ الْْلَْشَثُ َٚ  ِْ ذٰ ٌِ ا َٛ ٌْ ب رشََنَ ا َّّ ِِ  َٟ ٌِ ا َٛ َِ َٕب  ٍْ ًٍّ جَؼَ ىُ ٌِ َٚ

 ًِّ ٝ وُ ٍٰ َْ ػَ َ وَب َّْ اللَّه َُْۗ اِ ُٙ ١ْذأًَص١ِْجَ ِٙ ءٍ شَ ْٟ  ࣖشَ

Artinya : ―Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah 

menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan 

oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, 

berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah 

Maha Menyaksikan segala sesuatu.”  

 

Ayat ini menunjukkan bahwa warisan berperan sebagai mekanisme 

sirkulasi kekayaan, sehingga aset tetap bergerak dan bermanfaat, bukan 

“frozen capital”. 

b. Memelihara hak dan Mencegah Konflik 

Rasulullah SAW bersabda: 

َُ لَبيَ:  عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ب، أَ َّ ُٙ ْٕ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِٓ ػَجَّبطٍ سَضِ ِ ثْ ْٓ ػَجْذِاللََّّ ػَ

ًٍ روََشٍ » ٌَٝ سَجُ ْٚ َ َٟ فلَِِ ب ثَمِ َّ ب، فَ َٙ ٍِ ْ٘ َ ٌْفشََائضَِ ثِأ ٌْذِمُٛا ا ُّٞ  .«أَ ٌْجخَُبسِ اُٖ ا َٚ  سَ

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas raḍiyallahu ʿanhuma, bahwa 

Rasulullah ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam bersabda: 

“Berikanlah bagian-bagian warisan yang telah ditentukan 

kepada para ahli warisnya, lalu sisanya (dari harta 

warisan) diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat.” 

(HR. Bukhari)
27

 

 

Perintah ini memastikan setiap pemilik hak menerima bagian secara 

proporsional, lalu sisa dibagikan kepada kerabat terdekat laki-laki. 

Dengan demikian, potensi perselisihan dipangkas melalui aturan baku 

yang tidak dapat dinegosiasikan. 

c. Pelestarian Ilmu Faraʾiḍ sebagai Setengah Ilmu  

Hadis lain menekankan pentingnya mempelajari hukum waris: 

                                                           
27

 Muḥammad bin Ismaʿil al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Jilid VIII, (Beirut: Dar Ṭawq al-

Najat, 2001), h. 11 
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 :َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُْٕٗ، لَبيَ: لَبيَ سَعُٛيُ اللهِ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ َٟ اللهُ ػَ ُ٘ش٠َْشَحَ سَضِ ْٓ أثَِٟ  ٠َب أثَبَ »ػَ

 ُّ َٟ ُ٘ش٠َْشَحَ، رؼٍَََّ ِ٘ َٚ ْٕغَٝ،  َٟ رُ ِ٘ َٚ  ، ُِ ٍْ ؼِ ٌْ ب ِٔصْفُ ا َٙ َ٘ب إٌَّبطَ، فَإَِّٔ ٛ ُّ ػٍَِّ َٚ ٌْفشََائضَِ  ٛا ا

زِٟ َِّ ُ ْٓ أ ِِ ْٕضَعُ  ءٍ ٠ُ ْٟ يُ شَ َّٚ ِٗ  .«أَ بجَٗ فِٟ عَُِٕٕ َِ  ُٓ اُٖ اثْ َٚ  .سَ

Artinya : “Dari Abu Hurairah raḍiyallāhu ʿanhu, ia berkata: 

Rasulullah ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam bersabda: “Wahai 

Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid (ilmu waris) dan 

ajarkanlah kepada manusia, karena ia adalah setengah 

dari ilmu, dan ia akan dilupakan, serta merupakan hal 

pertama yang dicabut dari umatku.(H.R. Ibnu Majah dalam 

Sunannya)”
28

 

 

Manfaatnya bersifat ilmu-centred: ketika faraʾiḍ dipelajari, umat 

memelihara seperdua ilmu syar‗i yang paling cepat dilupakan. 

d. Realisasi Maqāṣid al-Syarīʿah: Ḥifẓ al-Māl 

Al-Shaṭibi menegaskan bahwa penjagaan harta (ḥifẓ al-māl) merupakan 

tujuan primer syariah.⁸  Warisan adalah instrumen utama untuk: 

mengamankan harta dari kebinasaan (اٌض١بع), mengalokasikan harta 

kepada pihak yang secara syar‗i berhak mengelolanya, dan 

menghidupkan kewajiban infak‐ zakat melalui aset yang tetap produktif 

di tangan ahli waris. 

4. Sebab – sebab Mewarisi  

Dalam hukum waris Islam (ʿilm al-faraʾiḍ), terdapat beberapa sebab yang 

menjadikan seseorang berhak mewarisi. Para ulama umumnya menyebut 

tiga sebab utama: 

a. Nasab (إٌغت) — Hubungan Kekerabatan 

                                                           
28

 Muḥammad ibn Yazīd Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 

1990), h. 2719.  
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Seseorang berhak mewarisi karena adanya hubungan darah, seperti 

anak, orang tua, atau saudara. Nasab merupakan sebab utama pewarisan 

menurut syariat. 

b. Nikah (إٌىبح) — Pernikahan Sah 

Ikatan pernikahan yang sah menyebabkan suami-istri saling mewarisi. 

Hak waris ini tetap berlaku meskipun belum terjadi hubungan badan, 

asalkan akad nikah telah sah secara syariat. 

c. Wala‘ (اٌٛلْء) — Hubungan karena Memerdekakan Budak 

Dalam sistem perbudakan klasik, jika seseorang memerdekakan 

budaknya, maka dia berhak mewarisi dari budak tersebut apabila budak 

meninggal dunia tanpa ahli waris nasab atau nikah.
29

 

5. Hal – hal yang Membatalkannya Warisan 

Hal-hal yang dapat mencegah seseorang dari menerima warisan. Dalam 

ilmu waris, hal-hal ini disebut mawaniʿ al-irt. 

a. Perbedaan Agama (ٓاخزلًف اٌذ٠) 

Sebagaimana telah dijelaskan, perbedaan agama antara pewaris dan ahli 

waris menjadi penghalang. Dalilnya adalah hadis: 

b. Pembunuhan (ًاٌمز) 

Jika ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan 

warisan. Ini untuk menghindari motif kejahatan karena harta. 

c. Perbudakan (اٌشق) 

                                                           
29

 Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam Ar-Rabahiyyatud Dîniyyah 

(Semarang: Toha Putra, tt), h. 9.  
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Budak tidak bisa memiliki harta secara mandiri dalam hukum klasik, 

sehingga ia tidak bisa mewarisi.
30

 

B. Mereka yang dapat Waris dalam Islam 

Dalam sistem kewarisan Islam, para ahli waris telah ditentukan secara jelas 

dalam al-Qur‘an, sunnah, dan ijmaʿ para ulama. Penetapan siapa saja yang 

berhak menerima warisan serta bagian masing-masingnya merupakan bentuk 

keadilan ilahiyyah untuk menjaga hak setiap anggota keluarga serta 

mencegah timbulnya perselisihan dalam masyarakat. Ahli waris dalam Islam 

secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama: dzawil furuḍ (ashabul 

furuḍ), ʿaṣabah, dan dzawil arḥam.
31

 

1. Dzawil Furūḍ (Aṣḥābul Furūḍ) adalah para ahli waris yang telah 

ditentukan secara eksplisit bagian warisannya dalam al-Qur‘an. 

Contohnya: suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari 

anak laki-laki, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Bagian mereka 

sudah ditetapkan dalam bentuk pecahan seperti ½, ¼, ⅛, ⅓, dan ⅙.
32

 

2. ʿAṣabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah pembagian 

kepada ashābul furūḍ. Mereka mendapat bagian tidak tetap (bukan dalam 

bentuk pecahan tertentu), tergantung sisa yang tersedia. Contohnya adalah 

anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, paman dari pihak ayah, dan 

seterusnya.
33

 

                                                           
30

 Ibid,. 
31

 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid VIII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 

1989), h. 313.  
32

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86. 
33

 Ibid, h. 90 
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3. Dzawil Arḥām adalah kerabat yang tidak termasuk dalam kategori 

ashābul furūḍ maupun ʿaṣabah, seperti cucu dari anak perempuan, bibi 

dari pihak ayah atau ibu, dan sebagainya. Mereka baru mendapat warisan 

jika tidak ada ashābul furūḍ maupun ʿaṣabah.
34

 

Bagian masing-masing ahli waris bergantung pada banyak faktor, seperti: 

hubungan nasab dengan pewaris, keberadaan ahli waris lain, serta jenis 

kelamin. Sebagai contoh: 

1. Suami mendapat ½ bila pewaris tidak memiliki anak, dan ¼ bila pewaris 

memiliki anak. 

2. Istri mendapat ¼ bila pewaris tidak memiliki anak, dan ⅛ bila pewaris 

memiliki anak. 

3. Anak laki-laki dan perempuan bila diwariskan bersama, maka bagian laki-

laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. 

4. Ibu mendapat ⅓ jika pewaris tidak memiliki anak dan ada dua saudara 

atau lebih; jika pewaris memiliki anak, maka ibu mendapat ⅙.
35

 

Distribusi seperti ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi, melainkan 

mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar pada laki-laki 

dalam struktur keluarga Islam. 

Dengan pembagian yang sistematis ini, hukum waris Islam menjaga keadilan, 

menutup celah perselisihan, dan menjaga harmoni dalam hubungan 

kekeluargaan. 

                                                           
34

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Waris Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 

112. 
35

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 92 
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C. Hukum Waris Bagi Anak Belum Lahir 

Dalam Islam anak yang belum lahir secara umum mendapatkan warisan dari 

ayahnya yang meninggal, hanya saja ada beberapa syarat beberapa syarat 

yang ditetapkan dalam fiqih agar anak yang belum lahir memperoleh warisan 

sebagaimana berikut :  

1. Dilahirkan dalam Keadaan Hidup 

Bayi yang berada dalam kandungan hanya berhak atas harta waris jika 

dilahirkan dalam kondisi hidup. Jika lahir dalam keadaan mati, maka ia 

tidak memperoleh hak warisan. Tanda kelahiran hidup, misalnya, bayi 

menangis setelah lahir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

َٓ إِ  ذٌ ٠ؼَِْٕٟ اثْ َّّ ذَ ُِ ؼَبرٍ، دَذَّصَٕبَ ػَجْذُ الْْػٍََْٝ، دَذَّصََٕب  ُِ  ُٓ ُٓ ثْ ْٓ ٠ض٠َِذَ دَذَّصََٕب دُغ١َْ عْذَبقَ، ػَ

َُ لَبيَ:  عٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللهُ ػ١ٍََْ ّٟ ِٓ إٌَّجِ ُ٘ش٠َْشَحَ، ػَ ْٓ أثَِٟ  ِٓ لغ١َُْظٍ، ػَ ِ ثْ ِٓ ػَجْذِ اللََّّ إرِاَ »ثْ

سِسَ  ُٚ ٌُٛدُ  ْٛ َّ ٌْ ًَّ ا َٙ دَ(« اعْزَ ُٚ اُٖ أثَُٛ داَ َٚ  )سَ

Artinya : Bercerita kepada kami husein bin Muadz, Bercerita kepada kami 

Abdul A‟la, Bercerita kepada kami Muhammad yakni Ibnu Ishaq, 

dari Yazid bin Abdillah Bin Qasidt dari Abu Hurairah dari Nabi 

Muhammad SAW ia bersabda : Apabila menangis seseorang yang 

di lahirkan, makai ia (anak itu) mewaris.
36

 

 

Penetapan kondisi hidup bayi dilakukan oleh hakim. Jika hakim ragu, 

dapat meminta keterangan dari dokter untuk memastikan apakah bayi lahir 

dalam keadaan hidup atau mati, serta penyebab kematian bayi tersebut, 

baik karena alami maupun akibat tindak pidana (jinayah). 

1. Sudah Berada dalam Kandungan Saat Pewaris Meninggal 

Bayi harus sudah berada dalam kandungan ibunya ketika pewaris 

                                                           
36

 Sulaiman bin al-Asyats bin isḥaq, Sunan Abî Dawud, Jilid III (Beirut: Maktabah al-

Aṣriyah, t.t), h. 128  
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meninggal dunia. Keberadaan bayi dalam kandungan ini terkait erat 

dengan hubungan nasab antara bayi dan pewaris, yang biasanya melalui 

orang tua kandung. Penentuan keberadaan bayi dalam kandungan juga 

berkaitan dengan status pernikahan kedua orang tuanya, baik masih terikat 

pernikahan, cerai (talak), atau karena salah satu orang tua telah meninggal 

dunia.
37

 

Untuk menentukan keberadaan anak di dalam kandungan, perlu 

diperhatikan dua hal: 

1. Masa Minimal Kehamilan 

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan hingga melahirkan 

adalah enam bulan. Pendapat ini merujuk pada Q.S. Al-Ahqaf (46) 15, 

yang menyebutkan masa mengandung hingga menyapih adalah 30 bulan : 

ٗٗ صَ  فِصٍُٰ َٚ  ٗٗ ٍُ ّْ دَ َٚ ً٘ب َۗ ضَؼزَُْٗ وُشْ َٚ َّٚ ً٘ب  ٗٗ وُشْ ُِّ ُ ٍزَُْٗ ا َّ ِٗ ادِْغَبٔبً َۗدَ ٌِذ٠َْ ا َٛ َْ ثِ ْٔغَب ١َْٕب الِْْ صَّ َٚ َٚ َْ ْٛ ُ ض ٍٰ

ْْ اشَْىُشَ ٔؼِْ  ْٟٓ اَ صِػِْٕ ْٚ  لَبيَ سَةِّ اَ
َٓ عََٕخًًۙ ثٍَغََ اسَْثؼ١َِْ َٚ  ٖٗ ٝٓ ارِاَ ثٍََغَ اشَُذَّ شًا َۗدَزه ْٙ ْٟٓ شَ زهََ اٌَّزِ َّ

ْٟ رجُْذُ  َْٟۗ أِِّ ٠َّزِ ْٟ رسُِّ ْٟ فِ ٌِ ٍِخْ  اصَْ َٚ ٌِذًب رشَْضٰىُٗ  ًَ صَب َّ ْْ اػَْ َ ا َٚ  َّٞ ٌِذَ ا َٚ  ٝ
ٍٰ ػَ َٚ  َّٟ ذَ ػٍََ ّْ ْٔؼَ اَ

 َٓ ١ْ ِّ ٍِ غْ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  ْٟ أِِّ َٚ  ا١ٌَِْهَ 

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah 

(pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga 

puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan 

umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya 

Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri 

nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan 

kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat 

kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang 

akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku 

                                                           
37
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bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang 

muslim.
38

 

 

Serta QS. An-Nur (24) : 14, yang menyebutkan masa menyapih 

adalah dua tahun 24 bulan :  

ا َٚ ١َْٔب  ٗٗ فِٝ اٌذُّ زُ َّ سَدْ َٚ  ُْ ِ ػ١ٍََْىُ ًُ اللَّه لَْ فَضْ ْٛ ٌَ ِٗ ػَزاَةٌ َٚ ُْ ف١ِْ بٓ افَضَْزُ َِ  ْٟ ُْ فِ غَّىُ َّ خِشَحِ ٌَ لْْٰ

 ٌُ  ػَظ١ِْ

Artinya : Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya 

kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab 

yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu 

(berita bohong itu).
39

 

 

Dengan demikian, masa hamil minimal dihitung 30 bulan dikurangi 24 

bulan, yaitu enam bulan.
40

 

2. Masa Maksimal Kehamilan 

Ulama berbeda pendapat mengenai masa maksimal kehamilan: 

a) Pendapat Hanafiyyah dan Mazhab Ahmad menyebutkan dua 

tahun. 

b) Mazhab Layth ibn Sa'ad berpendapat tiga tahun. 

c) Ulama Syafi‟iyyah dan pendapat sahih dari Mazhab Ahmad 

menyatakan empat tahun. 

d) Mazhab Malikiyah, melalui Muhammad Ibn Abd al-Hakam, 

menentukan satu tahun. 

e) Ibn Rushd berpendapat bahwa masa maksimal ini mengikuti 

kebiasaan umum.
41
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Pada praktiknya, penentuan masa maksimal kehamilan diserahkan 

kepada hakim yang dapat mempertimbangkan keterangan dari dokter ahli 

kandungan. Umumnya, kebiasaan masa maksimal kehamilan adalah satu 

tahun (365 hari). 

Penentuan masa kehamilan penting untuk memastikan apakah bayi 

dalam kandungan sudah ada saat pewaris (muwarrith) meninggal dunia. 

Misalnya, A meninggal dunia dan meninggalkan istrinya, B, yang sedang 

hamil. Masa kehamilan digunakan untuk memastikan bahwa bayi yang 

dilahirkan B adalah anak sah dari A, bukan hasil hubungan dengan laki-

laki lain. 

Jika bayi lahir dalam rentang waktu kehamilan yang tidak melebihi 

masa maksimal yang ditetapkan, maka bayi tersebut dianggap sah sebagai 

anak A dan berhak atas warisan. Namun, jika bayi lahir setelah melewati 

masa kehamilan terpanjang, maka ia tidak dianggap anak A dan tidak 

berhak atas harta warisannya.
42

 

D. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Hukum Warin bagi Anak yang 

Dalam Kandungan 

Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang membahas mengenai 

hak waris bagi anak yang masih berada dalam kandungan. Para ulama 

mazhab ini berpendapat bahwa apabila seseorang meninggal dunia, baik laki-

laki maupun perempuan, dan meninggalkan seorang wanita yang sedang 

hamil, maka anak yang dikandung tersebut berhak menjadi ahli waris dan 

                                                                                                                                                               
41

 Zuhaili, h. 317  
42

 Darmawan, h. 87 



26 

 

 

menerima bagian dari harta warisan. Namun, hal ini berlaku jika anak 

tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan warisan dan 

tidak ada faktor yang menghalangi haknya.
43

 

Hak anak dalam kandungan untuk menerima warisan bergantung pada dua 

syarat utama. Pertama, keberadaan anak tersebut dalam rahim ibunya harus 

dipastikan ketika pewaris meninggal dunia, meskipun masih berupa nutfah. 

Kedua, anak tersebut harus dilahirkan dalam keadaan hidup.
44

 

Keberadaan janin dalam rahim seorang ibu pada saat pewaris meninggal 

dunia dapat diketahui berdasarkan perkiraan usia kehamilan. Menurut 

Mazhab Syafi'i, usia kehamilan minimal yang diakui adalah enam bulan. 

Sedangkan, batas maksimal masa kehamilan dalam pandangan Mazhab 

Syafi'i adalah empat tahun.
45

 

Pembagian harta warisan bagi anak yang masih dalam kandungan menurut 

Mazhab Syafi'i sebaiknya ditunda hingga anak tersebut dilahirkan, agar 

keadaannya menjadi lebih jelas. Penundaan ini dilakukan karena adanya 

ketidakpastian, seperti apakah anak dalam kandungan tersebut lahir dalam 

keadaan hidup atau tidak, apakah ia kembar atau tidak, serta apakah ia 

berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain itu, masa kehamilan 

memiliki batas waktu yang dapat diketahui dan ditunggu hingga jelas.
46
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E. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Hukum Waris bagi Anak yang 

Dalam Kandungan 

Mazhab Hanafi juga merupakan salah satu mazhab yang membahas 

tentang hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan. Menurut Mazhab 

Hanafi, anak dalam kandungan dapat dianggap sebagai ahli waris jika 

memenuhi dua syarat utama. Pertama, keberadaan anak tersebut di dalam 

rahim ibunya harus dapat dipastikan pada saat pewaris meninggal dunia, 

meskipun masih dalam bentuk nutfah. Kedua, anak tersebut harus dilahirkan 

dalam keadaan hidup.
47

 

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa keberadaan anak dalam kandungan 

dapat dipastikan jika kehamilan tersebut telah berlangsung selama enam 

bulan sejak pewaris meninggal dunia, karena masa kehamilan minimal adalah 

enam bulan. Namun, jika anak tersebut belum berada dalam kandungan 

selama lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya, maka ia tidak 

berhak mendapatkan warisan. Selain itu, jika seorang ibu melahirkan anaknya 

dalam waktu kurang dari dua tahun setelah terjadinya perpisahan dengan 

suaminya, baik karena kematian maupun perceraian, maka anak tersebut tetap 

dianggap sebagai ahli waris. Hal ini didasarkan pada pandangan Mazhab 

Hanafi yang menetapkan bahwa masa kehamilan maksimal adalah dua 

tahun.
48
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Dalam kasus ini, pembagian harta warisan menurut Mazhab Hanafi dapat 

dilakukan segera tanpa harus menunggu anak yang masih dalam kandungan 

dilahirkan. Tidak perlu memaksakan ahli waris lainnya untuk menunggu 

hingga proses kelahiran selesai, karena menunda pembagian warisan dapat 

menimbulkan kerugian bagi mereka. Hal ini terutama berlaku jika ada di 

antara ahli waris yang sangat membutuhkan bagian dari harta warisan 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi, jika salah satu 

dari mereka memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan mendapat tekanan 

atau ancaman jika tidak segera melunasinya dalam waktu tertentu, maka 

pembagian harta warisan menjadi solusi yang dapat mengatasi masalah 

tersebut.
49

 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, penting untuk menelaah karya-karya 

terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat. Dengan demikian, dapat 

diketahui sejauh mana penelitian ini memiliki relevansi, perbedaan, maupun 

kontribusi baru dalam khazanah keilmuan. Berikut ini adalah beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warisan bagi anak dalam 

kandungan dalam perspektif mazhab Mazhab syafi‘idan Mazhab Abu 

Hanifah. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Toto Iswanto dengan judul Hukum 

Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Menurut Mazhab Asy-

Syafi'i dan Mazhab Abu Hanifah), di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 
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tahun 2016.
50

 Penelitian ini membahas tentang hak anak dalam kandungan 

untuk mewarisi harta pewaris, menurut pandangan kedua Mazhab besar 

tersebut. Iswanto menemukan bahwa Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Hanafi 

sepakat bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat mewarisi apabila 

telah ada ketika pewaris wafat dan lahir dalam keadaan hidup. Perbedaan 

utama terletak pada batasan maksimal masa kehamilan, yaitu empat tahun 

menurut Mazhab Asy-Syafi'i dan dua tahun menurut Mazhab Abu Hanifah. 

Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi skripsi ini, namun penelitian yang 

dilakukan penulis akan memperdalam lagi analisis terhadap landasan hukum 

dan penerapannya. 

Penelitian kedua adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Heva Derika 

Mustofa, M. Zuhdi Imron, dan Gibtiah, berjudul Pembagian Hak Harta Waris 

Bagi Bayi dalam Kandungan (Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Mazhab 

Hambali), dalam Jurnal Muqaranah, Vol. 7, No. 2, Desember 2023.
51

 

Penelitian ini menyoroti mekanisme pembagian harta waris bagi bayi dalam 

kandungan. Mazhab Syafi'i menunda pembagian harta sampai bayi lahir, 

sedangkan Mazhab Hambali membolehkan pembagian sebelumnya dengan 

menyisihkan bagian yang sesuai. Meskipun tidak membahas Mazhab Hanafi 

secara langsung, penelitian ini memberikan gambaran penting tentang prinsip 

kehati-hatian dalam pembagian waris janin yang juga menjadi perhatian 

dalam penelitian ini. 
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Penelitian ketiga dilakukan oleh Fachrurodzy dalam skripsinya berjudul 

Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan 

Kompilasi Hukum Islam, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.
52

 

Penelitian ini membandingkan antara pandangan fikih klasik dengan 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak waris anak dalam 

kandungan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam kedua sistem tersebut, hak 

janin untuk mewarisi diakui, dengan syarat bayi lahir hidup. Skripsi ini 

berkontribusi dalam memberikan konteks hukum positif di Indonesia 

terhadap tema yang dibahas. 

Penelitian keempat adalah karya Lela Malihatun yang berjudul Status Hak 

Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata, di 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia tahun 2019.
53

 Dalam penelitian ini, 

dibahas perbandingan antara hukum Islam dan KUH Perdata mengenai hak 

waris anak dalam kandungan. Penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan 

prinsip dalam pengakuan hak anak dalam kandungan sebagai calon ahli waris. 

Namun, penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan hukum Islam dengan 

hukum Barat, berbeda dengan fokus skripsi ini yang membandingkan dua 

mazhab Islam. 

Penelitian kelima dilakukan oleh Maulana Miftahul Khairi dalam 

skripsinya berjudul Analisis Hak Kewarisan Janin dalam Perspektif Fikih 
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Mawaris, di IAIN Palangka Raya tahun 2019.
54

 Penelitian ini secara umum 

mengkaji bagaimana ketentuan waris bagi janin menurut fikih mawaris, serta 

bagaimana pembagian waris dilakukan apabila janin tidak dilahirkan hidup. 

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang syarat-syarat sah janin dalam 

mendapatkan hak waris, yang sangat relevan dengan fokus pembahasan 

skripsi ini. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tema mengenai hak 

waris anak dalam kandungan telah banyak menjadi perhatian para peneliti 

terdahulu. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri karena 

secara spesifik membandingkan pandangan Mazhab syafi‘idan Mazhab 

Hanafidengan pendekatan analisis kritis terhadap dalil-dalil serta implikasi 

hukum dari perbedaan pendapat tersebut dalam konteks fikih mawaris. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dengan cara 

tinjauan pustaka (librery riset). Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan pandangan 

antara Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang hukum waris bagi anak yang 

dalaam kandungan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis 

perbandingan pandangan kedua Imam mengenai masalah ini, serta 

relevansinya dalam masyarakat Indonesia.
55

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi komperatif, normatif dan 

filosofis. Pendekatan studi komperatif yaitu membandingkan pendapat Imam 

Al-Juwayni dan Al-Sarakhi dengan memakai metode yang berlaku dalam 

studi komperatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum 

warisan dalam perspektif kedua Imam besar, yakni Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhi, dengan meneliti teks-teks fiqih yang relevan. Pendekatan filosofis 

digunakan untuk menggali pemikiran kedua Imam dan untuk memahami 

implikasi pemikiran mereka dalam konteks kehidupan masyarakat modern, 

khususnya di Indonesia. 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap kitab-

kitab klasik yang merupakan referensi utama dalam fiqih Islam. Kitab-

kitab yang digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini 

antara lain: 

a. Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhhab 

kitab Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madhhab karya Al-Haramain 

Al-Juwaini. Kitab ini merupakan salah satu referensi fikih mazhab 

Syafi'i yang sangat penting. Al-Juwayni (guru dari Al-Ghazali) 

menulis kitab ini sebagai syarah (penjelasan) atas Mukhtashar al-

Muzani, yang merupakan ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini 

menjadi dasar bagi banyak karya fikih Syafi'i setelahnya, termasuk Al-

Majmu' karya Mazhab An-Nawawi. 

b. Al-Mabsūṭ 

karya Mazhab Hanafi Kitab Al-Mabsūṭ adalah karya Mazhab Al-

Sarakhsi, seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Nama 

lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad Bin Abi Sahl Al-Sarakhsi. 

Kitab ini merupakan salah satu referensi utama dalam fikih mazhab 

Hanafi. Al-Mabsūṭ adalah kitab fikih yang membahas berbagai 

masalah hukum Islam secara luas dan mendalam, termasuk bab 

ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Kitab ini juga merupakan 
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syarah (penjelasan) dari Mukhtasar Al-Karkhi, sebuah kitab ringkas 

dalam fikih Hanafi. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian terhadap 

literatur dan buku-buku yang membahas hukum warisan Islam, khususnya 

yang membahas perbandingan pandangan antara Imam Al-Juwayni dan 

Al-Sarakhi. Buku-buku ini berfungsi sebagai referensi untuk 

memperdalam pemahaman tentang perbedaan pandangan kedua Imam 

tersebut. Beberapa buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder 

antara lain: 

a. Hukum Waris oleh Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, Buku ini 

memberikan penjelasan yang mendalam mengenai fiqih Islam 

secara umum dan membahas penerapan hukum warisan di 

Indonesia. 

b. Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhū oleh Wahbah Az-Zuhayli 

Buku ini menjelaskan berbagai pendapat ulama mengenai hukum 

warisan dalam Islam dan perbandingannya, serta penerapannya di 

negara-negara Muslim. 

c. Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Hanafi oleh Dr. Muhammad 

Fathurrahman Buku ini memfokuskan pada perbandingan 

pandangan hukum antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, termasuk 

dalam masalah warisan. 
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Selain itu, artikel jurnal dan tesis sebelumnya yang relevan juga digunakan 

sebagai sumber data sekunder untuk mendukung pemahaman terhadap topik 

penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis komparatif dan analisis deskriptif
56

. Berikut adalah langkah-

langkah yang digunakan dalam analisis data: 

1. Analisis Komparatif 

Dalam analisis komparatif, peneliti membandingkan pandangan-

pandangan Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi erkait hukum warisan bagi 

anak yang belum lahir. Perbandingan ini mencakup dasar hukum, prinsip-

prinsip yang digunakan, serta aplikasi praktis dari masing-masing 

pandangan. 

2. Analisis Deskriptif 

Setelah itu, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

rinci perbedaan pandangan antara kedua Imam tersebut dan bagaimana 

penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Analisis ini juga mencakup 

relevansi pandangan-pandangan tersebut dalam konteks hukum warisan 

Islam yang lebih kontemporer. 
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E. Validasi Data 

Dalam memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan beberapa 

langkah verifikasi data, antara lain: 

1. Cross-checking sumber 

Peneliti memeriksa kesesuaian dan konsistensi antara sumber-sumber 

data primer dan sekunder yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa interpretasi yang diambil dari kitab-kitab fiqih 

sesuai dengan pandangan yang benar dari masing-masing Imam. 

2. Triangulasi sumber 

Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda, 

seperti kitab-kitab fiqih, buku, dan artikel jurnal, untuk memastikan 

bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang dapat dipercaya.
57

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab Pertama, dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang 

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, dalam bab ini akan menjelaskan tentang teori warisan bagi 

anak yang masih dalam kandungan, penjelasan tentang Warisan, pandangan 

ulama terkait warisan bagi anak yang masih dalam kandungan, relevansi 

warisan bagi anak yang masih dalam kandungan. 
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Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik 

penulisan,  

Bab Keempat, dalam bab ini akan membahas tentang biografi Imam Al-

Juwayni dan Al-Sarakhsi, Pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi, 

Istinbat Hukum Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhsi, Tinjauan Hukum secara 

Koferhensip dan studi komparatif dari pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-

Sarakhsi. 

Bab Kelima, dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

1. Pendapat Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang Hukum Warisan bagi 

Anak yang Masih Dalam Kandungan adalah sebagaimana berikut : 

a. Pendapat Al-Juwayni : Imam al-Juwayni (Mazhab Syafi‗i) 

berpendapat bahwa janin berhak mendapat warisan asalkan sudah 

ada dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup, tanpa 

batas waktu maksimal kelahiran, selama tidak melebihi empat 

tahun, karena itu batas maksimal kehamilan menurut Syafi‗iyah. 

b. Pendapat Al-Sarakhsi : Imam al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi) juga 

membolehkan janin mewarisi dengan syarat sudah ada dalam 

kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup, namun ia 

menambahkan syarat waktu, yaitu lahir tidak lebih dari enam bulan 

setelah kematian pewaris, karena menurutnya masa kehamilan 

minimal adalah enam bulan. Jika lewat dari itu, hak waris gugur. 

2. Metodologi Istinbat Hukum Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentang 

Hukum Warisan bagi Anak yang Masih Dalam Kandungan adalah 

sebagaimana berikut :   

a. Imam Al-Juwayni : Imam al-Juwayni menetapkan hak waris janin 

dengan pendekatan kaidah kekerabatan dan dugaan kuat (iḥtimāl). 

Selama janin diyakini sudah ada saat pewaris wafat dan lahir 

hidup, ia berhak waris. 
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b. Imam Al-Sarakhsi : Imam al-Sarakhsi menggunakan qiyas dan 

perhitungan waktu (taqdir al-zaman). Janin hanya mewarisi jika 

lahir hidup dan kurang dari enam bulan setelah pewaris wafat. 

3. Analisis konprehensif antara Imam Al-Juwayni dan Al-Sarakhi tentag 

hukum anak yang masih dalam kandungan adalah sebagaimana berikut :  

Keduanya sepakat bahwa janin berhak mendapat warisan jika sudah ada 

dalam kandungan saat pewaris wafat dan lahir hidup. 

Perbedaannya terletak pada batas waktu kelahiran: 

a. Imam al-Juwayni membolehkan hingga empat tahun, 

b. Imam al-Sarakhsi membatasi hanya enam bulan. 

B. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi berharga bagi 

khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum warisan dan fiqih anak 

dalam kandungan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membuka cakrawala baru bagi para peneliti dan akademisi untuk menggali 

lebih dalam dan mengembangkan kajian yang sejenis di masa yang akan 

datang. Oleh karena itu, sangat disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan 

dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi teori maupun 

praktik, guna memperkaya pemahaman serta penerapan hukum warisan 

dalam konteks kontemporer. Semoga penelitian ini dapat menjadi pijakan 

awal yang mendorong lahirnya studi-studi serupa yang lebih komprehensif 

dan inovatif sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan 
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ilmu pengetahuan dan penerapan hukum di masyarakat.ahli fiqh dalam 

masalah warisan agar pembagian warisan berjalan adil dan tepat. 
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